
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 97 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

OPTIMALISASI INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  

MELALUI SISTEM INFORMASI INVENTARISASI DATA ASET (SIFINDA) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan 

Pasal 475 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan 

inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Optimalisasi Inventarisasi Barang Milik 

Daerah Melalui Sistem Informasi Inventarisasi Data Aset 

(SIFINDA); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 

Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2019 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 60); 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi 

Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2022 Nomor 123); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI INVENTARISASI 

BARANG MILIK DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI 

INVENTARISASI DATA ASET (SIFINDA). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten 

Tanah Laut. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

7. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi 

pengelolaan BMD. 

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat 

pengelola keuangan daerah. 

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

BMD. 

10. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang 

adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna 

Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang. 

12. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 

menatausahakan BMD pada Pengguna Barang. 

13. Pengurus Barang Pembantu adalah jabatan fungsional umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

selaku Pengguna Anggaran. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

Pengguna Anggaran. 

16. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu 

untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau 

kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, 

nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan 

untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama 

barang itu belum dihapuskan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Ruang Lingkup optimalisasi inventarisasi Barang Milik Daerah melalui Sistem 

Informasi Inventarisasi Data Aset (SIFINDA) meliputi: 

a.  inventarisasi keberadaan KIB; dan 

b. inventarisasi kondisi KIB. 
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Pasal 3 

 

(1) Tujuan optimalisasi inventarisasi Barang Milik Daerah melalui Sistem 

Informasi Inventarisasi Data Aset (SIFINDA) mempermudah dalam 

melakukan inventarisasi. 

(2) Optimalisasi inventarisasi barang milik daerah melalui Sistem Informasi 

Inventarisasi Data Aset (SIFINDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dibatasi berupa Aset Tetap. 

 

BAB III 

INVENTARISASI  

 

Pasal 4 

 

Inventarisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh SKPD 

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, yang menyebutkan dengan jelas 

jenis, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan serta dituangkan dalam 

Berita Acara. 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 5 

 

Apabila terjadi selisih data antara inventarisasi dengan data pencatatan, maka 

data yang dipakai adalah data Inventarisasi. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 10 Agustus 2023 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 10 Agustus 2023  

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

       H. DAHNIAL KIFLI 

         

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 97 

 


